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PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kwd
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7503065005970002, tempat dan tanggal lahir
Paguyaman, 20 Mei 1996, agama Islam,
pekerjaan XXXXXXXXX XXXXX XXXxX, pendidikan
SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN
GORONTALO UTARA, GORONTALO sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir xxxxx, 28 April 1993, agama
Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP,
bertempat tinggal di KABUPATEN
GORONTALO UTARA, GORONTALO sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor
4/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2021, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, sebagaimana sesuai
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dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/03/1V/2021, tertanggal 08 April
2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
3.1. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan karena minumak keras;
3.2. Bahwa Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain
perempuan tersebut merupakan selingkuhan Penggugat;
3.3. Bahwa Tergugat sering keluar rumah hingga pulang sampai larut
malam;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi pertengkaran
di sebabkan Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain lewat
chat whatsapp milik Tergugat, Penggugat sudah seringkali melarang
Tergugat agar tidak berkomunikasi dengan wanita lain justru Tergugat
mengabaikan Penggugat, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak
tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah, dan
pada saat ini Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat di XXXxx XXXXXX
X, XXXX XXXXX, XHXXXXXXXK XXXXXXXXX, XXXXXKKKK XXXXXXXXX XXXXX, sedangkan
Tergugat tinggal di rumah tua Tergugat di Dusun Pantai I, XXXX XXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXK, XKXXXXXXXK XXXXXXXXK XXXXX;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima
dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Hakim Tunggal yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
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Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:
Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, dan telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata
sesuai dengan surat gugatan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan
tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kwd
tanggal dan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa Hakim Tunggal berusaha mendamaikan dengan menasehati
Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan
untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut
adalah sebagaimana diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Ayat 2
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Ayat 4 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,
Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali
membina rumah tangga kembali, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan
secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari
Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv permohonan
pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat
dikabulkan;

Biaya Perkara
Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

4/Pdt.G/2024/PA.Kwd tanggal 04 Januari 2024 dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk

mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp137.000 (seratus tiga puluh tujuh ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Tunggal pada

hari Senin tanggal 15 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab

1445 Hijriah oleh Nur Afni Katili, S.H.l. sebagai Hakim dan diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dan Lisnawaty Bano,

S.H.l sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Perincian biaya :

Hakim,

Noni Tabito, S.E.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawaty Bano, S.H.I

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Proses Rp60.000,00
- Panggilan Rp7.000,00
- PNBP Rp20.000,00
- Sumpah Rp,00
- Penerjemah Rp,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
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